
I

GUBENNI,IR TATIPI'NG

KEPUTUSAN GUBER.ITUR LAIUPUNG
NOMOR . c t 4 U I B.O7 tt{'Kl 2V2S

TEI{TANG

PENETAPAIT XEBUTI,'IIAN JABATAIT F'UITGSIOITAL
PEISYULTIH SOSIAL PEMERII{TAII PROVIISI I"AUPUITG

Menimbang

Mengingat

GT'BERIYUR LI\MPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keda, dan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 815925/M.SM.O1.OO/2024, hal
Persetujuan Kebufuhan 14 Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 9
Desember 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Penyuluh Sosial Pemerintah Provinsi Lampung
dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Aparatur Sipil Negara;

tentang

I

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}:lun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan pegawai
Negeri Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2O I 1 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Da-lam Negeri dan pemerintah Daerah; -
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/O6/M.PAN/2OO8 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peratural Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Ta-hun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O23
tentang Jabatan F\ngsional;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2O21
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor I Tahun 2024;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

I Surat Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan, Pelatihan,
dan Pengembangan Kementerian Sosial Nomor :

544619 |KP.O9.O2 I 12 I 2023, hal Rekomendasi Usulan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan
Penyuluh Sosial, tanggal 27 Desember 2023;

2. Surat Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan, Pelatihan,
dan Pengembangan Kementerian Sosial Nomor :

2967 19 /KP.O9 .Ol I 8 I 2024, hal Permohonan
Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pekerja
Sosial dan Penyuluh Sosial, tanggal 28 Agustus 2024;

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : B/ S92SIM.SM.OL.OO / 2024,
hal Persetujuan Kebutuhan 14 Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 9
Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAIT GUBERNUR TENTAIIG PENETAPAN
KEBUTT'HAI{ JABATAIT FUITGSIOI{AL PEITft'Lt,H SOSIAT
PEMERIIYTAII PROVIISI LAI}IPT'IYG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional penyuluh
Sosiai Pemerintah provinsi Lampung, dengan rincian
kebutuhan dart peta jabatan sebagaimaia tercaltum dalam
Lampiran I dan l,ampiral II Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

-J-

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi
pedoman untuk penataan dan penyemplrrnaan di bidang
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimala mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal // -7-2025
GUBERNUR LA}IPUT{G

RAHMAT MIRZAITI DJAUSAL

Tembusart:
l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi l^ampung di Telukbetung;
5. lnspektur Provinsi l,ampung di Bandar L^ampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I

TANGGAL :

RINCIAN KEBUTT'HAII JABATAIT FUI{GSIOITAL
PEITYULUH SOSIAL PEMERINTAH PROVIISI LIIMPUNG

G

KEPUTUSAN GUBERNUR I-A.MPUNG
NoMoR : Gl 13!lB.o7 lHKl2o2s

2 n

RAHMAT

LAII'PUNG

DJAUSAL

No Nama Jabatan Kebutuhan

1 Dinas Sosial Provinsi Lampung

Penyuluh Sosial Ahli Pertama 18 Orang

Penyuluh Sosial Ahli Muda 15 Orang

Penyuluh Sosial Ahli Madya 6 Orang

2 Dinas Pember&yaan Perempuan

Perlindungaa Anak Provinsi Lampung

dan

Penyuluh Sosial Ahli Pertama 9 Orang

Penyuluh Sosial Ahli Muda 7 Orang

Penyuluh Sosial Ahli Madya 3 Orang

Jumlah 58 Orang
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : c/ 4s9lB.o7 /HKl2o2s

- 2025TANGGAL :

2.1 PETA JABATAN FUNGSIONAL PEITULUH SOSIAL
DINAS SOSIAL PEMERIITTAII PROVINSI LAIIIPUNG

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

KELOTIPOK JAAATAII
FUNGATONAL

Fama Jabata! Kebutuhatr
Penyuluh Sosial
Ahli Pertama 18 Orang

Penyuluh Sosial
Ahli Muda l5 Orang

Penyuluh Sosial
Ahli Madya 6 Orang

BIDANG
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2.2 PETA JABATAN FUNGSIOI{AI PEIYULUH SOSIAL
DII{AS PEMBERDAYAAN PER]EMPUAIY DAN PERLINDUNGAT{
ANAK PEMERINTAH PROVINSI LA}IPUNG

G

RAHMAT MIRZAI{I D.IAUSAL

LAMPUNG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDLINGAN ANAK

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

KILOMPOK JABATA
FI'ITGSIONAL

!{aEa JabataE Kebutuhatr
Penl.uluh Sosial
Ahli Pertama 9 Orang

Penyuluh Sosial
Ahli Muda 7 Orang

Penyrrluh Sosial
Ahli Madya 3 Orang

BiDANG


